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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal
tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek sosial
dan ekonomi. Salah satu penyebab meraknya tindak pidana yang terjadi
karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, dan
seiring dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan akan mendorong
berbagai pihak untuk mencapai segala sesuatu secara instan, mudah dan
terorganisasi demi tercapainya gaya hidup, kepuasan, dan impian yang jauh
dari rasa sengsara. sedangkan kesempatan dan lapangan pekerjaan yang
tersedia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat Indonesia untuk
bekerja dan memperoleh penghasilan tetap. Hingga, pada akhirnya perbuatan-
perbuatan melawan hukum yang menjadi pilihan para pelaku demi
tercapainya kepuasan duniawi, tanpa memandang kembali sanksi pidana apa
yang menunggu dibalik setiap perbuatan yang dilakukan.

Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak definisi hukum
yang dibuat pada berbagai waktu dan tepat yang berbeda-beda, namun
beberapa di antaranya tidak bermakna dan pada sebagian definisi lain

kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian,



menurut Gray ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada pada para pemikir yang
akurat dan mempunyai potensi besar untuk dapat diterima kebenarannya.*

Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan hanyalah
juru bicara yang mengekspresikan hukum. Teori pertama adalah teori yang
memandang hukum sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan,
teori definisi hukum yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum
sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan satu kebenaran
yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya, teori
pendefinisian hukum ketiga adalah teori yang menganggap hukum hanyalah
apa yang diputuskan oleh hakim.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah
Negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (machstaat). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak
sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum,
tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.? menurut Achmad Ali,
hukum adalah “seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu
sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia
sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut
bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui
berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-

benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan salam

! Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence) Volume 1, Kencana, Jakarta, Hal. 399-400.
2 Achmad Ali, 2008, Menguak tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal. 11



kehidupannya. Apabila kaidah terebut dilanggar akan memberikan
kewenangan bagi otoritas untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya
eksternal.”

Fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum
yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah
sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang
mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan
oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan
pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal
ini dilanggar timbul hak negara untuk melakukan suatu tuntutan baik itu
untuk menjatuhkan pidana maupun melaksanakan pidana.*

Hukum pidana dapat bernada jamak karena dalam arti objektif sering
disebut ius poenale dan dalam arti subjektif disebut ius puniendi, yaitu
peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan,
penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektif meliputi:®

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau

pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-
badan negara yang berwenang; petuturan-peraturan yang harus
ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.

2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa

dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan

tersebut.
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* Amir llyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, Hal. 3.
5 Zainal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1.



3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya
peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Dilihat dalam garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi

sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana
merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:®

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan
dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang
disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (staf) bagi yang
melanggarnya itu.

2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi
pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang
diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara
melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya: polisi, jaksa, hakim)
terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum
pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan
melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan
upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau
terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan
mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya

negara menegakkan hukum pidana tersebut.

® Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 2.



Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut
hukum pidana material yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Sementara itu, hukum
pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang
sumber pokoknya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP)

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar atau
cara berikut ini :’

1. Hukum pidana berdasarkan materi yang salah satunya terdiri
atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum
pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat
bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang
dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas
pelanggaran pidana. Sementara itu, hukum pidana formil
adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur tata cara
mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran.

Doktrin yang juga membedakan antara hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil, dikemukakan oleh Simons menjelaskan kedua hal
tersebut sebagai berikut :®

“hukum pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan

rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-

” Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 8.
8 p.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, Hal. 11.



syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan
dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai
hukumannya sendiri; jadi, ia menentukan tentang bilamana seseorang itu
dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan siapa yang dapat dihukum
serta bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil
mengatur tentang bagaimana cara negara dengan dengan perantaraan alat-alat
kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan
hukuman, dengan demikian memuat acara pidana.”

2. Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana
dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum
pidana khusus dengan penjelasan bahwa hukum pidana umum
adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua
warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan
kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sementara itu hukum
pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara
yang hanya dikhususkan berlaku bagi objek hukum tertentu
(Contoh : Buku I KUHP, kejahatan jabatan yang hanya
berlaku bagi pegawai negeri).’

3. Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan antara
hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang berbeda
pengertian antara hukum pidana umum dan hukum pidana

khusus di atas. Hukum pidana umum dalam hal ini adalah

% Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar grafika, Jakarta, Hal. 18.



semua ketentuan hukum pidana yang terdapat atau bersumber
pada kodifikasi'® sehingga disebut dengan hukum pidana yang
telah dikodifikasi. Sementara itu hukum pidana khusus adalah
hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-
undangan di luar kodifikasi

4. Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat
dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana
lokal. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang
dibentuk oleh pemerintahan negara pusat yang berlaku bagi
subjek hukum yang berada dan berbuat serta melanggar
larangan hukum hukum pidana di seluruh wilayah hukum
negara. Sementara itu, hukum pidana lokal adalah hukum
pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi
subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh
hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah
tersebut.

5. Atas dasar bentuk atau wadahnya, hukum pidana dapat
dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana
tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan
KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil
dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tidak tertulis

yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih

19 Kodifikasi adalah pembukuan hukum undang-undang dalam bidang tertentu dengan sistem
secara lengkap oleh suatu negara.



rendah dari perundang-undangan pidana daerah (lokal). Hukum
pidana adat tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat
pidana yang berdasarkan pasal 5 (3) Undang-Undang Darurat

No.1 Tahun 1951.*

Beberapa tindakan pidana yang marak terjadi di masyarakat antaranya
adalah pemalsuan, pemalsuan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran
terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan
bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam
masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya
jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya.
Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman secara tidak langsung
bagi kelangsungan hidup sejahtera dari masyarakat tersebut.

Begitu pun dengan tindak pidana penggelapan yang merupakan salah
satu bentuk kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala
bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan
bawah sampai dengan masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak
pidana ini. Menilik banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang
kejahatan penggelapan ini tentunya adalah suatu hal yang sangat
memprihatinkan. Seharusnya, hal ini tidak perlu terjadi apabila seseorang

bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga

1 7ainal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 22.



kepercayaan dan bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikannya maka
akan menjauhkan seseorang dari tidak pidana penggelapan.

Juga mengingat salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah
tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan
tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan
seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau
fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik
terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (magis) maupun pada
harta kekayaan.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat
penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-
undangan menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam menafsirkan
tindak pidana penipuan tersebut. Banyak bukti menunjukan bahwa
masyarakat atau aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas,
apabila terjadi pelanggaran mengenai tindakan pemalsuan menganggap
bahwa hal tersebut adalah sebuah penipuan, padahal jika dikaji lebih dalam
ternyata dalam ternyata kasus tersebut merupakan tindak pidana penipuan
sehingga menurut penulis penting adanya penelitian ini untuk menghindari
adanya kesalahan penafsiran dalam menegakkan hukum di masa yang akan
datang. Sebagaimana manusia telah diciptakan untuk bermasyarakat,
sehingga dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling
ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan,

aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat



berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi
sosial di tiap masing-masing individu. Tetapi keseimbangan tersebut dapat
goyah bilamana dalam masyarakat tersebut terdapat ancaman-ancaman tindak
pidana seperti kejahatan pemalsuan, penggelapan, dan penipuan.

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan
sebagaimana yang hendak Penulis teliti adalah putusan majelis hakim yang
membebaskan terdakwa bernama Ferry Firman yang merupakan
seorang karyawan PT Humpuss yang dijadikan sebagai terdakwa atas
tindak pidana pemalsuan surat, penggelapan, dan penipuan dalam
transaksi jual beli batubara oleh pihak PT Humpuss dengan PT Adi

Bara Nusantara pada bulan Maret 2008.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis telah paparkan di
atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
Bagaimana penerapan tindak pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim
kepada terdakwa saudara Ferry Firman yang melakukan tindak pidana
pemalsuan surat, penggelapan, serta penipuan dalam transaksi PT
Humpuss dengan PT Adi Bara Nusantara dalam putusan No.

555/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel di pengadilan Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan diadakannya penulisan laporan magang ini adalah:
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Untuk mengetahui dan menganalisa penguraian unsur pasal dalam

penerapan Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat), Pasal 372 KUHP

(Penggelapan), dan Pasal 378 KUHP (Penipuan) yang didakwakan kepada

saudara Ferry Firman dikaitkan dengan pembuktian dan putusan pidananya.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang diharapkan oleh Penulis dari adanya hasil laporan

magang Yyang disusun sebagai dokumentasi dari kegiatan magang ini

mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

14.1

1.4.2

Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari kegiatan magang dan hasil laporan magang ini adalah

untuk:

1. Menerapkan teori-teori dan konsep-konsep hukum ke dalam suatu
peristiwa hukum.

2. Mendapatkan informasi sebagai bahan penulisan laporan magang dalam

rangka penulisan tugas akhir.

Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh Penulis dari hasil laporan magang
ini adalah:

1. Agar laporan magang ini dapat dijadikan referensi dan dapat menjadi

bahan rujukan agar laporan-laporan berikutnya menjadi lebih sempurna.
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2. Sebagai bahan acuan dan mendapatkan pengalaman praktis dengan
membandingkan teori-teori hukum yang telah diajarkan pada saat masa
perkuliahan.

3. Menjadi suatu wawasan tersendiri bagi Penulis maupun pembaca yang

kedepannya akan meneruskan karirnya sebagai penasihat hukum.

1.5 Sistematika Penulisan
Penulis dalam melakukan penulisan laporan magang ini memerlukan
adanya sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling
berkaitan satu sama lain guna mempermudah penulis. Adapun laporan

magang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan
Bagian ini membuka pembahasan tentang laporan magang
ini, di mana dijelaskan latar belakang dari judul magang,
penjelasan tentang magang, manfaat magang, perumusan masalah,
dan penjelasan tentang urutan dari bab-bab yang ada di laporan

magang ini.

BAB Il:  Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah bagian di mana ada penjelasan
tentang hubungan antara beberapa konsep yang digunakan untuk

menjelaskan perumusan masalah dalam laporan magang ini.
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BAB IlI:

BAB IV:

Konsep-konsep tersebut akan diuraikan secara spesifik dan dibahas
secara sistematis berdasarkan hukum yang berlaku, dan pengertian
sesungguhnya. Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi
mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian
dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan
penelitian yang akan dilakukan. Kegiatan ini merupakan bagian
yang penting dari pendekatan ilmiah yang harus dilakukan dalam
setiap penelitian ilmiah dalam suatu bidang ilmu. Hasil dari
kegiatan ini merupakan materi yang akan disajikan untuk
menyusun dasar atau kerangka teori penelitian yang sedang dalam
usulan atau laporan penelitian disajikan dalam bab tinjauan

pustaka.

Profil Kantor Hukum

Dalam bab ini, terdapat penjelasan mengenai profil instansi
magang di mana mahasiswa melakukan praktik tugas akhir
magang. Mahasiswa yang menulis laporan magang akan
menjelaskan tempat, visi, misi, bidang hukum dari instansi magang,

dan sejarah singkat mengenai instansi tersebut.

Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian pembahasan dari hasil analisis

penulis penulis laporan magang dari data-data yang telah diperoleh.
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BAB V:

Penulis mengemukakan dan menganalisis makna dari penemuan
dalam penelitian dan menghubungkan dengan pernyataan-
pernyataan atau hipotesis. Setiap pernyataan yang dibuat oleh
peneliti harus jelas dan didukung oleh teori-teori yang ada dan
relevan. Dalam bab pembahasan ini banyak keterkaitan dengan
teori-teori yang telah peneliti tulis dalam bab Tinjauan Pustaka.
Menghubungkan dan menyatukan hasil penelitian atau temuan-
temuan penelitian dengn teori-teori terkait yang telah di tulis dalam
tinjauan pustaka lebih dalam lagi dan dijabarkan dengan contoh-

contoh yang nyata.

Kesimpulan dan Saran

Bab ini menutup laporan magang yang dibuat oleh penulis.
Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil
analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan
hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Tujuan
penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan
informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat
tentang apa isi dari hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang

telah dilakukan.
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